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Sambungan dari halaman 1

mengevaluasi belum
maksimalnya masalah sera-
pan anggaran. Ini sekaligus
sebagai fungsi kontrol juga

- kuantitasdan kualitas peker-
jaan di lapangan. "Kami
sarankan ke PUPRharusjadi
bahan perbaikan, supaya ke
depan semua serba lancar

politisi NasDem Kalbar ini.
. Dari hasil reses wakil
rakyatyang dudukdi Komisi
IV di lapangan, kata Sub-
han, banyak suara dari
masyarakat yang meminta
pembangunan infrastruktur
jalan dan jembatan untuk
dianggarkan di APBD. Ia

benar-benar dibutuhkan
warga dapat diprioritaskan.

- fokuskan pada

Komisi IV Kritisi
Serapan Anggaran

Rapat Kerja
Dengan PUPR
Kalbar
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menyoroti kinerja Organ-
isasi Perangkat Daer-

ah (OPD) yang ;
menjadi mitra
kerjanya pada
rapat evaluasi
internal. Adabe-
berapaOPDyang
dikritisi. Namun
sorotanlebihdi-

Dinas Peker-

dantidakadakendala,” tutur

berharap infrastruktur yang -

“Infrastruktur jadi salah
satujanjipolitikKepalaDaer*
ah Kalbar ketika berkampa-
nye dan dituangkan dalam
Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah
(RPJMD. Target visi-misi
tersebut harus dioptimal-
kan agar berdaya guna bagi
masyarakat,” tukasnya.

Jembatan Tebas

- Evaluasi Utama

Paulus Andy Mursalim,
anggota Komisi IV DPRD
Provinsi Kalbar juga ikut
menyoroti robohnya Jem-
batan Tebas, Kabupaten
Sambas menjelang akhir
tahun2019silam. Diameng-
kritisi proyek infrastruktur
Rp4,03 miliar tersebut yang
rusak sebelum diresmikan
pemerintah. “Kami (Komisi

jaan Umum dan Perumahan

_ Rakyat(PUPR)Kalbar terkait

serapan APBD 2019 hingga
31 Desember yang hanya 83
persen. ’

_Itu dikatakan Subhan
Nur, Ketua Komisi IV DPRD
Provinsi Kalbar, usai Rapat
Kerja (Raker) dengan Dinas
PUPRKalbar. "Harus dieval-
uasi dan diperbaiki,
supayatidakterulang

padatahunanggaran
2020 ke depan. As-
pek kurang lancar

harus diperbaiki.

Kami (Komisi IV)

juga mengop-

timakan fungsi

pengawasan di
lapangan,” katanya
kemarin.

Komisi IV
sebagai mi-
trakerja Di-
nas PUPR
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V) ingihigéndengar lang-
sungpenjelasan Dinas PUPR
Kalbar,” katanya.

Sebagai mitra dan seba-

gai bentuk pengawasan,
menurutnya tidak salah
jika Komisi IV DPRD Kal-
bar mengetahui penyebab
robohnya jembatan terse-
but. Apakah faktor alam,
gagal konstruksi, kesalahan
perencanaan, atau karena
pelaksanaan yang tidak se-
suai harapan.”Ini kami terus
tagih janji PUPR,” tukasnya.

Politisi PDI Perjuangan
ini menganggap kejelasan
atas persoalan yang terjadi
sangat diperlukan sebagai
bahan masukan dan per-
baikandilapangan. Soalnya,
akan sangat berbahaya bagi
masyarakat jika nanti jem-
batan itu justru roboh set-

elahdiresmikanataudifung-
sikan. "Bisa jadi musibah..
Apalagi kalau sampai ada
korban jiwa,” ucapnya.
Seharusnya, sambung
dia, Jembatan Tebas dapat
berfungsi dengan baik, jika
kualitas pengerjaannya me-
mang baik. Sebaliknya, jika
di tahap pengerjaan saja
sudah roboh, maka evalu-
asi harus dilakukan. Tidak
hanya konsultan perenca-
naan, supervisi, kontraktor,
pihak lain yang terlibat juga
harus dievaluasi. "PUPR
harus benar-benar selektif
ketika memberikan peker-
jaaninfrastruktur,’pintanya.
Ia menyebutkan Jembatan
Tebasmestinyasanggupber-
tahan sampai 20-30 tahun
ke depan jika kualitasnya
memang baik.(den)
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